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BAB V 

PENUTUP 

 Setelah menganalisis pemenuhan hak dan kesetaraan hak yang didasari oleh 

CRPD serta peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaran Jaminan 

Kesehatan bagi penyandang disabilitas pada Bab IV, terdapat dua poin utama yang 

disimpulkan dan akan dimuat oleh penulis pada bab ini. Kesimpulan tersebut 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Atas 

hasil penelitian ini, penulis juga memberikan saran-saran yang berkaitan dengan 

kesimpulan penelitian. 

 

5. 1. Kesimpulan 

 Melihat hasil dari hasil analisis penelitian ini terhadap peraturan perundang-

undangan tentang jaminan kesehatan untuk penyandang disabilitas, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pemenuhan dan perlindungan HAM berdasarkan CRPD dalam 

penyelenggaraan Jaminan Kesehatan terhadap penyandang disabilitas belum 

sesuai dengan CRPD. Atas keenam kategori hak yang sebelumnya sudah 

dijelaskan, kategori hak atas informasi untuk penyandang disabilitas dalam 

ranah penyelenggaraan Jaminan Kesehatan masih belum sesuai. Berdasarkan 

konten aturan yang ada, ketentuan-ketentuan mengenai pemberian informasi 

untuk peserta Jaminan Kesehatan memang sudah ada. Akan tetapi, bentuk 

penyampaian informasi tersebut masih belum diatur dan disesuaikan untuk 

penyandang disabilitas. Contoh dari pemberian informasi tersebut adalah 

dengan adanya penggunaan huruf braile dan alternaltif lainnya. Hal ini juga 
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berkaitan dengan pemberian informasi dalam hal pelayanan kesehatan yang 

juga telah disinggung dalam kategori hak kesehatan. Hak atas akses layanan 

kesehatan dan larangan pencegahan diskriminatif terhadap penyandang 

disabilitas juga masih belum sesuai. Hal ini dikarenakan ketidakadaannya 

peraturan yang khusus mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 

terhadap seluruh ragam penyandang disabilitas. Pengaturan yang ada masih 

menyulitkan penyandang disabilitas dalam melakukan pendaftaran dan 

mengakses fasilitas kesehatan yang ada. Selain itu, masih ada penggunaan 

istilah “penyandang cacat” yang bersifat diskriminatif dalam beberapa 

peraturan di Indonesia. Selain itu, akses penyandang disabilitas masih belum 

terpenuhi dikarenakan tidak adanya peraturan khusus mengenai petugas 

pendamping untuk penyandang disabilitas yang dapat memudahkan mereka 

memperoleh pelayanan BPJS Kesehatan serta tidak adanya kemudahan dalam 

pemakaian aplikasi online BPJS Kesehatan untuk penyandang disabilitas tuna 

netra. 

2. Perolehan manfaat Jaminan Kesehatan untuk penyandang disabilitas sudah 

terwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Dalam memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan untuk penyandang disabilitas 

yang setara dengan orang lain pada umumnya, perlu adanya pengaturan yang 

mengungggulkan penyandang disabilitas untuk menyeimbangkan 

ketidaksetaraan dalam ranah ekonomi dan sosial. Dikarenakan hak atas 

jaminan kesehatan merupakan bagian dari HAM yang termasuk dalam kriteria 

Hak Ekonomi, terpenuhinya hak tersebut sangatlah bergantung pada 

kemampuan/kondisi perekonomian mereka. Oleh karena itu, disamakannya 
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perolehan manfaat Jaminan Kesehatan untuk penyandang disabilitas dengan 

orang pada umumnya serta adanya bantuan bagi penyandang disabilitas yang 

miskin dan/atau tidak mampu dalam peraturan perundang-undangan yang ada 

sudahlah benar. 

 

5. 2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat saran-saran yang dapat diberikan 

berkenaan dengan penguatan pemenuhan HAM yang sudah ada serta penyetaraan 

hak penyandang disabilitas. Saran tersebut dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Perlu adanya peraturan khusus tentang penyelenggaraan jaminan 

sosial/jaminan kesehatan untuk penyandang disabilitas agar dapat 

memudahkan mereka dalam melakukan pendaftaran serta mengakses informasi 

mengenai Jaminan Kesehatan. Selain itu, penggunaan istilah penyandang 

disabilitas masih belum diterapkan pada seluruh peraturan yang ada. Beberapa 

peraturan masih memakai istilah penyandang cacat. Hal ini sebaiknya 

diperbaiki, berhubung istilah penyandang cacat tersebut memiliki konotasi 

yang negatif. 

2. Agar perolehan manfaat yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang ada dapat diberlakukan lebih baik lagi, penulis menyarankan 

untuk memberlakukan peraturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-

hak penyandang disabilitas di setiap wilayah indonesia serta  
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